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getiap kendavaan vanag diparvkirv di tepi paa A wmiam
dikenskan Fetribusi s

bahwa =ehabongan  dengan mabksud huruf  a dan b
beyrmebuh i akas maka parlu ditetaplkan clad am
Peraturan Daerabh Kotamadvae Daeah Tingkat 11 Kupang

tentang Metribusi Parbkair di Tepi Jalan Umtis.
Undang-undana Nomory D Tahun 1996 tentang Pembentuban

Fotamadya Dasrah Tingkat I Mupang ¢ Lembay an Megera
Tabun 1996 Mooy 43, Tambahan Lembavan Negava Moo
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Undang-undano Momor 9 Tahun 1974 tentang Pololk-pokak
Faemerintahan di Daeyrah « Lembaran Nedava Tahun 1974
Momery 28, Tambahan Lembaran Negara Momor 3037 )g

Undang~undang  Momor td Tahun 1992
Lintas dan  Angkutan Jalan  ( Lembaran
1992 pMomor 42, Tambahan Lembarvan Negara Momor

tentang  Lala
Megara Tabuln

B4BOD 5

Momoy 80 Tahun 1981
Lembaran Megara Tabun
FR09 0

tindang-undang
Acara Pldana
Tambahan Lembaran Megara BMomor

bentang Huloum
1381 Momor 76,

tindang-undanc  BNomay 18 Tahan 1997 tentang Pajak

Daeralh dan Retvibusi Daervah ¢ Lembarvan Megara Tahun
1997 Momor 41, Tambahan Lembarasn bMeagasva Momar Momor
SEBS 0y

FPeraturvan  Fenervintah Nomoy 22 Tahun 1390 tentang

Panyerahan Sebagian Urusan Pemerinftahan dalam Bidang

Lalu Lintas dan Anagbkutan Jalan kepada Daerah Tinghkat
i dan Dasrvah Tingkat 11l chembavan Megara Tahun 10290
Momor 26, Tanbahan Lambarvan Negara Momor @ 30270y
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1997 tentang
97 Momor

Faraturan Feomer inbah homor Tabhin
Foetribusi Dacvah  tLembavan Megara Tahun

%%, Tambahan Lembaran Megarva Nomor 3622 g
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8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Namor 171 Tahun 1997
tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daevah tentang
Fajak dan Retribusi Daerah i

. Heputusan Menterl Dalam Megeri  Nomaor 174 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Femungutan Retribusi
Daerah;

10, Keputugan Menteri Dalam Negeri MNomor 179 Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemerilsaan dibidang Retribusi
Daerahy

11, Heputusan Menteri Ferhubungan Nomor EM 6& Tabhun 1993
tentang Fasilitas Parkir uwuntuk Umum 3 11. Peraturan
Menteri Dalam Negeri BNMomor 4 Tahun 1997 tentang
Fenyidik Fegawsai Negeri 8ipil di Lingkungan
Pemerintah Daerabh.

Dengan Fersetuyjuan Dewan Perwakilan HRakyvat Daerah EFotamadyva Daervah
Tingkat I1 Kupang.
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Menetapkan @ PERATURAN DAERAH EOTAMADYA DAERAM  TINGKAT I1  HUPANG
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TENTANG RETRIBUST FPARKIR DITEFI JALAN LIMUM.

BABR I
KETENTUAN LUMLUM
Fasal 1

am Feraturan Daerah ini dimaksud dengan @

Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Eupangs

Femerintah Daerah adalah FPemerintah Eobtamadya Dasrah Tingkat 11
Fupangs

Fepala Dasrah adalah Walikotamadya Eepala Daevah Tingkat 11
Kupang 3

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dimas Laluw Lintas dan

Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat 11 Hupang 3

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum vyang selanivtnva  disebut
Retribusi adalah Pungutan Dasrah atas pemanfaatan jalamn  amum
sebagai tempat parkirvy

Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntubkan bagi Lalu Lintas Umnum
vang ada dalam Dasrahg

Fendaraan Bermotor adalah Kendaraan vang digerakan oleh peralatan
teknik yvang berada pada kendaraan ituy

Kendaraan tidak bermotor adalah kendavaan vyang digerakan oleh
tenaga arang atau hewans

Wajib Retvibusi adalah setiap pesngemudi kendaraan  yang memarkir
kendaraannya ditepi jdalan umums

Parkivr adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan vang tidak
bersifat sementara.

Eap II
NaMA, OBYEE, DAN SUBYEER RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Farkir di  Tepi Jalan Umum dipunguat

retribusi atas pemarkirvan kendaraan di tepi jalan wmum @
Obyvelk Retribusi adalah kegistan pengaturan parkir di tepi jalan
umum, kecuali yang dilengkapi dengan rambu dilarang parkir; 9
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(3) Subyek Retribusi adalah setiap pengemudi kendaraan yang memarkir
kendaraannya di tepi jalan umum; L

() Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badaﬁ“yang menurut
peraturan perundangan untuk melakulkan pembayaran HFetribusi,
termasulk pungutan atau pemctongan Retribusi tertentu.

EABR ITTI
GOLONGAN RETRIBUSI
Fasal 2

Fetribusi Farkir di Tepi Jalan Umum termasuk gzxlongan Retribusi Jasa
Umuim .

EARB IV
CARG MENGURKUR TINGEAT
FENGEUNAAN JASA
Fasal <

Tingkat Fenggunaan jasa diukur berdasarkan di kelas jalan vang
ditentukan, waktu/jam dan klasifikasi jalan kendaraan yang diparkir
di tepi jalan umum.

BAR V
BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Fasal O

Besarnya pengenaan retyvyibusi adalah berdasarkan jenis dan  lamanya
memarkiyr kendaraan di tepil jalan umuin.

Fasal &
(12 Resarnya tarif retribusi kerndaraan  bermotor  adalanh sebagail
berikut @
a. Untuk kendaraan roda &€ keatas FHp. F0.000 / bulan
- 0 s/d 3 jam Hp. S00,- parkir tidak tetap FEp.S00 sekalil
parkirg

- 0 s/d & jam FEp. 730, parkir tetap Rp.2500 harian
- diatas & jam Hp. 1.000,-
b. Untuk kendaraan roda 4 Ep. 20,000 /7 bulan
- 0 s/d 3 jam REp.300,~ tidak tetap sekali pakaiv
- Q0 a/d & jam Rp.300,- parkir tetap
— diatas & jam Rp.730,~ parkir tidak tetap.
c. Besarnya tarif retribusi kendaraan bermotoy  Roda 200 Cduad
adalah Rp. 200/sekali parkir.

BAEB VI
WILAYAH FEMUNGEUTAN
Fasal 7

(1) Retribusi dipungut pada ruas jalan tertentu yang ditetaphkan
dengan Keputusan kepala Dasvrah;y

() Fenetapan Ruas Jalan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal
imi harus memperhatikan keamanan dan kenyamanan lalu lintas serta
dilengkapi denagan rambu-rambi dan petugas sesual  ketentuan
Feraturan Ferundang-undangan yang berlaku.

BEAaBk WVII
TATA CARA FEMUNGUTAN DAN FEMBAYAREAN
Fasal 8

Fungutan retribusi dilakukan oleh petugas parkir dengan memberikan
karcis parkir yang telah disediakan oleh Femerintah Daerah.
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Famal 9 .
FPembayaran raetribusi Daevah dilakukan di Kas Dasvah atauw tempat
lain vang dituniuk sesual waktu  vang ditentukan dengan
menggunakan SKED, SKED Jabatan dan SERD Tambahansg
Dalam hal pembayaran dilakukan di  tempat lain vang ditunjuk,
maka hasil rvetribusi Daerah haruse disetor ke Kas Daerah
selambat-lambatnva tanggal tevabhivr bulan berjalan ataw dalam
waktu vang ditetukan oleh Hepala Daerahg
fipabila pembayaran retribusi dilakubkan setelah lewat wakiu vang
ditentukan sebagaimana  ayvat (2%, maka dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga 2 % (dua persen? dengan menevbithkan
SlRD s
Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunavs
Kepala Dasrah atauw PFejabat yang ditunjuk dapat memberi izin
kepada wajib rvebdribusi untulk mengangsur  vetrvibusi  bParutang
dalam Jangka  waktu tertentu dengan alasan  yvang dapat
dipertangounagjawalilcans
Tata cata pembavaran rvebribusi sebagaimana dimaksud avat (6)
ditetapkan oleh Kepala Daerah;
Kepala Daevah atauw Pejabat vang ditunjuk dapat mengizinkan wajilb
rebtribusi untuk menunda pembavaran retribusi sampai batas waktu
varg ditentubkan dengan alasan yvang dapat dipertanggung jawabkang
Fembayaran rebtribusi sebagaimana dimaksud pasal 6 diberikan
tanda bukti pemabayvarang
Getiap pembayaran dicatat dalam buku pemevimaan pesbayarang
Bentuk, isi, kualitas dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh
kFepala Daerah.

B AR VIII
MaSAs RETRIBUSI
Pasal 10

Masa Retribusi adalah masa berlakunya karcis retribusi
Karcis retribusi berlaku untuk satu kali pavkir.,

B AR IX
EETENTUAN PIDANS
fasal 11

Wajib Retrvibusi yang dengan sengaja tidak membayar retribusi
sehingga merugikan keuwangan Daerah diancam kurungan paling lama &
(mnam? bulan atauw denda paling banvak ¢ Cempat) kali  jumlabh
Fetribusi yvang terutang:

Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini  adalah
pelanggaran.
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Selain Pejabat Penyidik Umum, maka penyidikan atas pelanggaran
Feraturan Daerah ini dilakubkan Jjuga oleh Penyidik Fegawal Negevi
Sipil dilingkungan PFemerintah Daerah yang pengangkatannya
ditetapkan sesuai dengan  Peraturan Perundang-undangan yang
berlakus

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal
ini dalam melakukan tugas penyidikannyva dilakukan sesual
kewenangan can ditetapkan berdagarban FPaeraturan
Perundang—undangan yang berlaku;i%’




3

(2 Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayvat (2) pasal ini adalah
sebagal berikut =
a. menarima laporan atau pengaduan dari sesecrang tentang adanya
tindak pidanas

b, melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian
dan melakukan pemeriksaan;

oo menyuruh berhenti seseocrang tersangka dari kegiatannya dan
memeriksa tanda pengenal diri tersangka:

d. melakukan penyitaan benda dan suwrat;

@. mengambil sidik jari dan memotret sesecrang tervsangkag

f. mamanggil sesecrang uwntuk didengayry dan diperiksa sebagai
tersangka atauw saksiy

g. mendatangkan orang ahli yvang diperlukan dalam hubungan dengan
pemeriksaan perkarag

he menghentikan penyidikan setelah mandapat petunjuk dari
penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa
tersebut bukan merupakan tindalk pidana dan selanjutnyva melalui
Penvidik Umun memberitabhukan hal tersdébut kepada Fenuntut
Umum, tersangka atau keluarganya.

i. memanggil worang untuk didengar keterangannya dan periksa
gebagal terszangka atau saksiy

J» menghentikan penvidikans

ke melakukan tindakan lain yvang perlu untuk kelancaran penyvidikan
tindak pidana dibidanog retribusi daerah menurut bukuam  yang
dapat dipertanggungjawablan.

(43 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1y pasal ini
memberitahukan dimulalnya penyidikan dan menvampaikan hasil
penyvidikannya kepada Fenuntut Umum sesual dengan ketentuan vang
diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Fidana.

B AR XI
KETENTUAN PENUTUF
Pasal 12

Hal~hal yvang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan diatur

lebih lanjut oleh Kepala Dasrah sepanjang mengenal pelaksanaannya.

FPasal 1.8
Feraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinyva, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daeralh ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerab  FHotamadya
Daerah Tingkat 11 Kupang.

Ditetapkan di kEupang

Pada tanquﬁb 14 Agustus 1998.
‘AhDTAMADYQ KEFALA Dhgﬁé y%
CTENGEST 11 HUFANG

DEWAN PEEWAKILAN RAKYAT DAEFAH
kaTamnDYA DAERAH TINGBKAT 11 KUFANG
: ks e t uwoa 4

Disahkan dengan Eeputus
publik Indonesia
Bomoor : Tahun
Tanggal ¢ Tahun
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadyva
Daerah Tingkat 11 Kupang

Nomor : 28 Tahun 11999.
Tanggal : 3 #pril. 1999
Seri : Be
J SERRETARIS WILAYAH/DAERAH
[ & KUPANG

DTHMRDMH}DAEPAH TINGKAT 1}
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PEATURAN DAERAH EOTAMADYA
DAERAH TINGEAT II KUPANG

NOMOR ¢ 21 TAHUN 1998

E
T

TENTANSG

RETRIBUSI PAREIR DI TEFI JALAN UMUM

I. UMy M.

Berdasarkan Feraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Fetribusei Daerah, dengan demikian Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
adalabh salah satu jenis penerimaan Daerah.

Bahwa untulk menciptakan kondisi lalu lintas di jalan vang aman,
tertib dan teratur, maka zetiap kendaraan yvang parkir di tepi jalan
umum  diperlukan  pengaturan vang sebaik—baiknyva oleh Fesmerintah
Daerah.

' 11. PASAL. DEMI FASAL.

FPasal 1 a/d pasal i4 cukup jelas.h/




